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SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengalihan kepemilikan

BMD secara baik, efektif dan efisien serta sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 angka 29 dan Pasal 73 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
perlu menyusun pedoman pelaksanaan pemindahtangan
Barang Milik Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Daerah Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Daerah
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Bupati
Bandung.

5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati
Bandung.

6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BMD adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.
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Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan
dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Pengelola BMD adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan
pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.

Pejabat Penatausahaan BMD adalah kepala
perangkat daerah yang mempunyai fungsi
pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan
daerah.

Pengguna BMD  adalah  pejabat pemegang
kewenangan penggunaan BMD.

Pihak Lain adalah pihak selain pemerintah daerah.
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pendatan, pencatatan, dan pelaporan hasil
pendataan BMD.

Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disebut
KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang
inventaris secara tersendiri atau kumpulan /kolektif
dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type,
nilai /harga dan data lainnya mengenai barang
tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi
maupun tujuan lainnya, serta dipergunakan selama
barang tersebut belum = dihapuskan. Kartu
Inventarisasi Barang terdiri dari Kartu Inventaris
Barang A,B,C,D,E dan F.

Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disebut
KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang
yang ada dalam suatu ruangan.

Buku Inventaris yang selanjutnya disebut BI adalah
himpunan catatan data teknis dan administrasi yang
diperoleh dari catatan Kartu Inventaris Barang (KIB)
sebagai hasil inventarisasi di tiap-tiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang dilaksanakan serentak pada
waktu tertentu.

Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disebut BII
merupakan kompilasi/gabungan dari Buku
Inventaris.

Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang
merupakan bukti kepemilikan atas BMD.

Daftar BMD adalah daftar yang memuat data
keseluruhan BMD.

Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat
data BMD yang digunakan oleh masing-masing
Pengguna BMD.

Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang
memuat data BMD yang dimiliki setiap Kuasa
Pengguna BMD.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna BMD dalam mengelola dan
menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas
dan fungsi instansi yang bersangkutan.
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Penilaian adalah pendayagunaan BMD yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD
dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari
daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari
pejabat yang berwenang untuk membebaskan
Pengelola BMD, Pengguna BMD, dan/atau Kuasa
Pengguna BMD dari tanggung jawab administrasi
dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik
dan/atau kegunaan BMD.

Barang yang akan dihapuskan adalah BMD yang
telah memenuhi persyaratan untuk dihapuskan
sebagai BMD, yang telah diusulkan oleh Pengelola
dan Pengguna BMD.

Barang yang telah dihapuskan adalah BMD yang
telah memiliki kepastian dengan telah
diterbitkannya keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan Pengelola BMD,
Pengguna BMD dan/atau Kuasa Pengguna BMD
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan
BMD.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD
kepada pihak lain dengan menerima penggantian
dalam bentuk uang.

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD
yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat, antara pemerintah provisnsi atau
pemerintah kabupaten/kota lain atau antara
pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian utama dalam bentuk barang,
paling sedikit dengan nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMD dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, atau pemerintah
kabupaten/kota lain, atau dari pemerintah daerah
kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah
pengalihan  kepemilikan BMD yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal/saham daerah pada badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian
secara independen berdasarkan kompetensi yang
dimilikinya.

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat
dan Penilai Pemerintah Daerah.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk
memberikan suatu opini nilai atas suatu objek
penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
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Nilai barang adalah estimasi sejumlah uang yang
diperoleh dari hasil penukaran suatu BMD pada
tanggal penilaian.

Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
sebagai pedoman Pemindahtanganan BMD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan
pemangku kepentingan dalam Penggunaan BMD.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
guna meningkatkan tertib pengelolaan administrasi
BMD dan untuk mendapatkan Pengelolaan BMD
yang lebih akurat serta dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB 11
PEMINDAHTANGANAN
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 3

BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan
tugas pemerintahan daerah dapat

dipindahtangankan.

Bentuk pemindahtanganan BMD meliputi:

a. penjualan;

b. tukar menukar;

c. hibah; atau

d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 4

Dalam rangka pemindahtanganan BMD dilakukan
penilaian.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), untuk pemindahtanganan dalam
bentuk hibah.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
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Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan
Pasal 5

Pemindahtanganan BMD yang dilakukan setelah

mendapat persetujuan DPRD untuk:

a. tanah dan/atau bangunan; atau

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai
lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD,
apabila:

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah
atau penataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk
bangunan pengganti sudah disediakan dalam
dokumen penganggaran;

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil
pemerintah daerah yang bersangkutan;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

e. dikuasai pemerintah  daerah  berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan
ketentuan perundang-undangan, yang jika status
kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara
ekonomis.

Pasal 6

Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai
dengan tata ruang wilayah atau penataan kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau
bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan
dan/atau fungsi kawasan wilayah.

Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan
penataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perlu dilakukan penyesuaian yang berakibat pada
perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.



Pasal 7

Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran
untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam
dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang
dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah
tersebut dirobohkan untuk selanjutnya didirikan
bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi)
sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan
dalam dokumen penganggaran.

Pasal 8

Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai
negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c,
adalah:

a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori
rumah Daerah golongan III;

b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut
perencanaan awalnya untuk pembangunan
perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah
yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf d, adalah tanah dan/atau
bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang
menyangkut  kepentingan bangsa dan negara,
masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau
kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya
kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan
persahabatan antara Daerah dengan negara lain atau
masyarakat/lembaga internasional.

(2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain sebagai berikut:

a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan
perundangan, jalan tol, dan rel kereta api;

b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran
pembuangan air;

c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan
lainnya, termasuk saluran irigasi;

d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan
masyarakat;

e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau
terminal;

f. tempat ibadah;
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sekolah atau lembaga pendidikan non komersial

pasar umum;

fasilitas pemakaman umum,;

fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul

penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain

bencana;

sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;

sarana dan prasarana olahraga untuk umum;

m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana
pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;

n. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan
negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan
lembaga internasional di bawah naungan
Perserikatan Bangsa-Bangsa;

o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

rumah susun sederhana;

tempat pembuangan sampah untuk umum,;

cagar alam dan cagar budaya;

promosi budaya nasional;

pertamanan untuk umum;

panti sosial,

lembaga pemasyarakatan; dan

pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi

tenaga listrik termasuk instalasi pendukungnya

yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
terpisahkan.

%l. - D—-qq

=

g<gcronoo

Pasal 10

Usulan pemindahtanganan BMD dari pengguna BMD
pada Bupati diterima oleh Pengelola BMD paling lambat
akhir bulan Agustus tahun berjalan.

Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.

Pasal 11

Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau
bangunan yang bernilai sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati.

Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau
bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang
setelah mendapat persetujuan DPRD.
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Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan
dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan
penyertaan modal.

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan
dalam bentuk hibah.

Usul untuk  memperoleh  persetujuan  DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh
Bupati.

Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan per tiap usulan.

Bagian Ketiga
Penjualan
Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 12

Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak
digunakan/dimanfaatkan;

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah
apabila dijual; dan/atau

c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BMD yang tidak digunakan/dimanfaatkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak
dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 13

Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam
hal tertentu.

Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
penjualan BMD yang terbuka untuk umum dengan
penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang
semakin meningkat atau menurun untuk mencapai
harga tertinggi.

Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang
dan di hadapan pejabat lelang.

Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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a. BMD yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

b. BMD lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh
Bupati.

BMD yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a adalah barang-barang yang

diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:

a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada
penghuninya yang sah.

b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:

Bupati;

Wakil Bupati;

mantan Bupati;

mantan Wakil Bupati; dan

Sekretaris Daerah.

GhLh=

BMD lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b antara lain yaitu :

a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan
untuk kepentingan umum;

b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal
pengadaannya digunakan untuk pembangunan
perumahan pegawai negeri sipil daerah,
sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA);

c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat
dari keadaan kahar (force majeure);

d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain
yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah
tersebut;

e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang
akan dibangun kembali; atau

f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak
memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar
paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per
unit.

Pasal 14

Dalam rangka penjualan BMD dilakukan penilaian
untuk mendapatkan nilai wajar.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah bagi penjualan BMD berupa tanah
yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun
sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Penilai Pemerintah dan Penilai Publik
yang ditetapkan oleh Bupati.

10
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Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik
daerah secara lelang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan
faktor penyesuaian.

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
limit/batasan terendah yang disampaikan kepada
Bupati, sebagai dasar penetapan nilai limit.

Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) adalah harga minimal barang yang akan
dilelang.

Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditetapkan oleh Bupati selaku penjual.

Pasal 15

BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang
sebanyak 1(satu) kali.

Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.

Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti
dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah,
penyertaan modal atau pemanfaatan.

Pengelola  Barang dapat melakukan  kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas BMD setelah
mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 16

BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan yang
tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang
ulang sebanyak 1 (satu) kali.

Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.

Dalam hal setelah pelaksanaan lelang wulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual,
Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan
tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan
modal.

Pengelola  Barang dapat melakukan  kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas BMD selain
tanah dan/atau bangunan  setelah  mendapat
persetujuan Bupati untuk masing-masing kegiatan
bersangkutan.
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Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar,
hibah, atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat
dilakukan pemusnahan.

Dikecualikan dari ayat (1) sampai dengan ayat (5), BMD
yang tidak memungkinkan dipindahtangankan karena
rusak berat yang telah habis dan/atau telah
kehilangan masa manfaat dan telah tidak memiliki
nilai, dan BMD yang memiliki alasan membahayakan
untuk lingkungan dan kesehatan, diatur kemudian
dalam Peraturan Bupati tentang Pemusnahan BMD.

Dalam hal barang harus dilakukan pemusnahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, perlu
dilakukan penelitian yang dilaksanakan oleh tim yang
dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Hasil penjualan BMD wajib disetorkan seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal BMD berada pada Badan Layanan Umum

Daerah maka:

a. Pendapatan daerah dari penjualan BMD dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum
Daerah merupakan penerimaan daerah yang
disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan
Layanan Umum Daerah.

b. Pendapatan daerah dari penjualan BMD dalam
rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi
Badan Layanan Umum Daerah merupakan
penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf Kedua
Objek Penjualan
Pasal 18

Objek penjualan adalah BMD yang berada pada
Pengelola Barang /Pengguna Barang, meliputi:

a. tanah dan/atau bangunan;

b. selain tanah dan/atau banguan.

Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:
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.memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara

ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila
BMD dijual, karena biaya operasional dan
pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat
yang diperoleh; dan

. memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak

terdapat permasalahan hukum.

Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a antara lain:

a.

b.

lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai
dengan tata ruang wilayah;

lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan
tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas
pemerintahan daerah;

. tanah kavling yang menurut awal perencanaan

pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan
perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang
bersangkutan;

. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau
. BMD yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan

penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.

Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a.

b.

memenuhi persyaratan teknis:

memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara
ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah
daerah apabila BMD dijual, karena biaya operasional
dan pemeliharaan barang lebih besar daripada
manfaat yang diperoleh; dan

. memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak

terdapat permasalahan hukum.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a antara lain:

a.

b.

BMD secara fisik tidak dapat digunakan karena
rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;

BMD secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat
modernisasi;

. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan

karena mengalami perubahan dalam spesifikasi
akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan
lain-lain sejenisnya; atau

.BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan

karena mengalami pengurangan dalam
timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau
susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.
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Pasal 19
Penjualan BMD berupa tanah kavling yang menurut awal
perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi
pembangunan perumahan pegawai negeri daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b
dilakukan dengan persyaratan:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

pengajuan permohonan penjualan disertai dengan
bukti perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah
tersebut akan digunakan untuk pembangunan
perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang
bersangkutan; dan

penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-
masing pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkutan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Penjualan BMD berupa kendaraan bermotor dinas
operasional dapat dilaksanakan apabila telah
memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7
(tujuh) tahun.

Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah:

a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun
perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk
perolehan dalam kondisi baru; atau

b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun
pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk
perolehan tidak dalam kondisi baru.

Dalam hal BMD berupa kendaraan bermotor rusak
berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 %
(tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan
bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh)
tahun.

Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum
berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari
instansi yang berkompeten

Paragraf Ketiga
Tata Cara Penjualan BMD
Pada Pengelola Barang

Pasal 21

Pelaksanaan penjualan BMD yang berada pada Pengelola
Barang dilakukan berdasarkan:

a.
b.

Inisiatif Bupati; atau
Permohonan pihak lain.
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Pasal 22

Penjualan BMD pada Pengelola Barang diawali dengan

membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara

lain:

a. data barang milik daerah;

b. pertimbangan penjualan; dan

c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan
yuridis oleh Pengelola Barang.

Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan
kepada Bupati disertai perencanaan penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk
melakukan penelitian.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. penelitian data administratif;

b. penelitian fisik.

Pasal 24

Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi
termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah,
dan data identitas barang, untuk data BMD berupa
tanah;

b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai
perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas
barang, untuk data BMD berupa bangunan; dan

c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai
buku, dan data identitas barang, untuk data BMD
berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan
fisik BMD yang akan dijual dengan data administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara
Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada
Bupati melalui Pengelola Barang.
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Pasal 25

Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Bupati melalui
Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk
melakukan penilaian atas BMD yang akan dijual.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan
BMD.

Pasal 26

Pengelola Barang mengajukan permohonan
persetujuan penjualan BMD kepada Bupati.

(2) Apabila penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada

(3)

ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Bupati
terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan
penjualan kepada DPRD.

Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:

a. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;

b. selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

(4) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) atau persetujuan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melebihi batas waktu hasil
penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih
dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

(5) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud

(6)

(1)

(2)

pada ayat (4) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah
dengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan
kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru
persetujuan penjualan BMD kepada DPRD.

Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD.

Pasal 27

Bupati menetapkan BMD yang akan dijual berdasarkan
hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara
Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 26
ayat (1) dan ayat (2).

Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:
a. data BMD yang akan dijual;
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b. nilai perolehan dan/atau nilai buku BMD; dan
c. nilai limit penjualan dari BMD.

Pasal 28

Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan
penjualan BMD yang dilakukan secara lelang, Pengelola
Barang mengajukan permintaan penjualan BMD
dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang.

Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan
penjualan BMD yang dilakukan tanpa lelang, Pengelola
Barang melakukan penjualan BMD secara langsung
kepada calon pembeli.

Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilakukan serah terima barang

berdasarkan:

a. Risalah lelang, apabila penjualan BMD dilakukan
secara lelang; dan

b. Akta jual beli, apabila penjualan BMD dilakukan
tanpa lelang.

Pasal 29

Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan
usulan penghapusan BMD kepada Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan
BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan  peraturan bupati tersendiri mengenai
Penghapusan BMD.

Paragraf Keempat
Tata Cara Penjualan BMD
Pada Pengguna Barang
Pasal 30

Penjualan BMD pada Pengguna Barang diawali dengan

menyiapkan permohonan penjualan, antara lain:

a. data BMD;

b. pertimbangan penjualan; dan

c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan
yuridis oleh Pengguna Barang.
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(2) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang
mengajukan usulan permohonan penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(3) Tata cara penjualan BMD pada Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan
Pasal 29 berlaku mutatis dan mutandis pada tata cara
penjualan BMD pada Pengguna Barang.

Pasal 31

(1) Serah terima barang penjualan BMD pada Pengguna
Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengajukan
usulan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang.

Paragraf Kelima
Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
Kepada Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara

Pasal 32
Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual

tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan
pejabat negara, adalah:

a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:

1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun
perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi
baru; atau

2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun

pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut
pada angka 1.

b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan
tugas.
Pasal 33
Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui
lelang kepada:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Mantan Bupati; dan
d. Mantan Wakil Bupati
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Pasal 34

Syarat Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan huruf b yang
dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa
melalui lelang adalah:

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian
selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-
turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi
Bupati atau Wakil Bupati;

b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak
pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun.

Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani
masa jabatan pada instansi yang sama atau pada
instansi yang berbeda.

Pasal 35

Bupati atau Wakil Bupati mengajukan permohonan
penjualan kendaraan perorangan dinas pada tahun
terakhir periode jabatan Bupati atau Wakil Bupati.

Tahun terakhir periode jabatan Bupati atau Wakil
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tahun terakhir pada periode jabatan Bupati atau Wakil
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui
lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1
(satu) orang Bupati atau Wakil Bupati, untuk tiap
penjualan yang dilakukan.

Pasal 36

Mantan Bupati atau Mantan Wakil Bupati yang dapat
membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang
memenuhi persyaratan:

a.

telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian
selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-
turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi
Bupati atau Wakil Bupati sampai dengan berakhirnya
masa jabatan;

belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas
tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan
menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati;

tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana
dengan ancaman hukuman pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun; dan

tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari
jabatannya.
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Pasal 37

(1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui
lelang kepada Mantan Bupati atau Mantan Wakil
Bupati paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1
(satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap
penjualan yang dilakukan.

(2) Mantan Bupati atau Mantan Wakil Bupati mengajukan
permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas
paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa
jabatan Bupati atau Wakil Bupati yang bersangkutan.

Pasal 38

Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan

perorangan dinas yang dijual kepada Bupati atau Wakil

Bupati dan mantan Bupati atau Wakil Bupati yang

dilakukan tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai
dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40%
(empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan;

b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun,
harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai
wajar kendaraan.

Pasal 39

Pembayaran atas penjualan BMD berupa kendaraan
perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan
pembayaran sekaligus.

Pasal 40

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum
Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
berlakunya surat persetujuan penjualan.

Pasal 41

Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan

dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 belum lunas

dibayar, maka:

a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai BMD;

b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan
dinas;

c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab
Bupati atau Wakil Bupati dan mantan Bupati atau
Wakil Bupati; dan
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kendaraan tersebut dilarang untuk
dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau
dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 42

Bupati atau Wakil Bupati dan mantan Bupati atau
Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 41,
dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan
dinas.

Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh
Bupati atau Wakil Bupati dan mantan Bupati atau
Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 43

Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah
untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang
akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum
adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan
Bupati atau Wakil Bupati dan mantan Bupati atau
Wakil Bupati yang membeli kendaraan perorangan
dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan
harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah
untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan
perorangan dinas.

Pasal 44

Bupati atau Wakil Bupati yang pernah membeli
kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1
(satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui
lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak
pembelian yang pertama.

Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
sepanjang Bupati atau Wakil Bupati tersebut masih
aktif sebagai Bupati atau Wakil Bupati secara
berkelanjutan.
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Pasal 45

Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual

tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32, diawali dengan pengajuan permohonan

penjualan oleh:

a. Bupati atau Wakil Bupati, pada tahun terakhir
periode jabatan Pejabat Negara; dan

b. Mantan Bupati atau Wakil Bupati, paling lama 1
(satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan
Pejabat Negara yang bersangkutan;

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan oleh:

a. Bupati atau Wakil Bupati kepada Pengguna Barang;
dan

b. Mantan Bupati atau Wakil Bupati kepada Bupati.

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) memuat antara lain:

a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan
tempat/tanggal lahir; dan

b. alasan permohonan pembelian kendaraan
perorangan dinas.

Pasal 46

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (3) dilampiri dokumen pendukung.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bagi Bupati atau Wakil Bupati /mantan Bupati
atau Wakil Bupati, antara lain:

a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi
Pejabat Negara atau surat keputusan
pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;

b. fotokopi kartu identitas;

c. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah
membeli atau pernah membeli kendaraan
perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama
bagi Pejabat Negara;

d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian
kembali kendaraan perorangan dinas tanpa lelang,
dilampirkan fotokopi surat keputusan
pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara
berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun sejak pembelian pertama kendaraan
perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada
huruf c;

e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah
membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui
lelang pada saat yang bersangkutan menjadi
Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan
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f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang
atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun.

Pasal 47

Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Pengguna Barang

melakukan persiapan permohonan penjualan, antara

lain:

a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan

b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan
perorangan dinas tanpa melalui lelang.

Dalam hal persiapan permohonan  penjualan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai,

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang

mengajukan usulan penjualan kepada Bupati selaku

pemegang kekuasaan pengelolaan BMD disertai:

a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK):

c. surat permohonan dan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);

d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan
perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan
penjualan; dan

e. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa
sudah ada kendaraan pengganti.

Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan
penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Bupati membentuk Tim untuk:

a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan
pertimbangan permohonan penjualan BMD;

b. melakukan penelitian fisik, dengan cara
mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas
yang akan dijual dengan data administratif.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk
selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui
Pengelola Barang.

Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai
untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan
dinas yang akan dijual.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan
BMD.
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Pasal 48

Pengelola Barang mengajukan permohonan
persetujuan penjualan berdasarkan hasil penelitian
dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (5) dan ayat (7) kepada Bupati sesuai batas
kewenangannya.

Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), melebihi batas waktu hasil penilaian,
maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu
harus dilakukan penilaian ulang.

Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan
perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil
penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:

data kendaraan perorangan dinas;

nilai perolehan;

nilai buku;

harga jual kendaraan perorangan dinas; dan

rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah
daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan
dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sebelum adanya persetujuan penjualan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)
untuk Pejabat Negara.

Pao TP

Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan
kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang
Bupati memberitahukan secara tertulis kepada
pemohon melalui Penggelola Barang.

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pengelola Barang melakukan penjualan
kendaraan  perorangan dinas kepada  Pejabat
Negara/mantan Pejabat Negara.

Pasal 49

Bupati atau Wakil Bupati melakukan pembayaran ke

Kas Umum Daerah, terdiri dari:

a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga
jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38; dan

b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan
dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sebelum adanya persetujuan penjualan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

Mantan Bupati atau Wakil Bupati melakukan
pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual
kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38.
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Serah terima barang  dilaksanakan setelah Ilunas
dibayar yang dibuktikan dengan surat keterangan
pelunasan pembayaran dari Pengelola
Barang/Pengguna Barang.

Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan
usulan penghapusan BMD sebagai tindak lanjut serah
terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan
dan penghapusan kendaraan perorangan dinas sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan
penjualan dengan mekanisme sebagaimana diatur
dalam Pasal 33 serta tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan
secara lelang.

Bagian Keempat
Tukar Menukar

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 50
Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan
pertimbangan:
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional

penyelenggaraan pemerintahan;
b. untuk optimalisasi BMD; dan
c. tidak tersedia dana dalam APBD.

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat
menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tukar menukar dapat dilakukan:

a. apabila BMD berupa tanah dan/atau bangunan
sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau
penataan kota;

b. guna menyatukan BMD yang lokasinya terpencar;

c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis
pemerintah pusat/pemerintah daerah;

d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan,
apabila objek tukar menukar adalah BMD berupa
tanah dan/atau bangunan; dan/atau

e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan,
kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-
undangan, apabila objek tukar menukar adalah
BMD selain tanah dan/atau bangunan.
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(4) Tukar menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lainnya;
c. Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum
milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara;
d. Pemerintah Desa; atau
e. Swasta;

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e
adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan
hukum maupun perorangan.

Pasal 51

(1) Tukar menukar BMD dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
kepada Bupati;
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada
Pengguna Barang; dan
c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih
dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata
ruang wilayah atau penataan kota.

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 52

Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian

berdasarkan:

a. aspek teknis, antara lain:

1. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang;
dan
2. spesifikasi barang yang dibutuhkan;

b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai
barang milik daerah yang dilepas dan nilai barang
pengganti;

c. aspek yuridis, antara lain:

1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan
2. bukti kepemilikan.

Pasal 53

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 terhadap BMD berupa tanah dan/atau bangunan,
Bupati dapat memberikan alternatif bentuk lain
pengelolaan BMD atas permohonan persetujuan tukar
menukar yang diusulkan oleh Pengelola Barang/Pengguna
Barang.
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Pasal 54

Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:
a. barang sejenis; dan/atau
b. barang tidak sejenis.

Barang pengganti utama tukar menukar BMD berupa
tanah, harus berupa:

a. tanah; atau

b. tanah dan bangunan.

Barang pengganti utama tukar menukar BMD berupa
bangunan, dapat berupa:

a. tanah;

b. tanah dan bangunan;

c. bangunan; dan/atau

d. selain tanah dan/atau bangunan.

Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) harus berada dalam kondisi siap
digunakan pada tanggal penandatanganan perjanjian
tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 55

Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling
sedikit seimbang dengan nilai wajar BMD yang dilepas.

Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada
nilai wajar BMD yang dilepas, mitra tukar menukar
wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atas
sejumlah selisih nilai antara nilai wajar BMD yang
dilepas dengan nilai barang pengganti.

Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebelum  Berita Acara Serah Terima  (BAST)
ditandatangani.

Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 56

Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan
mitra tukar menukar membangun bangunan barang
pengganti, mitra tukar menukar menunjuk konsultan
pengawas dengan persetujuan Bupati berdasarkan
pertimbangan dari SKPD terkait.

Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan badan hukum yang bergerak di bidang
pengawasan konstruksi.
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(3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab mitra tukar
menukar.

Pasal 57

Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang
setelah mendapat  persetujuan Bupati sesuai dengan
kewenangannya.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik
Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 58

Pelaksanaan tukar menukar BMD yang berada pada

Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

a. kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan
tukar menukar; atau

b. permohonan tukar menukar dari pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).

Pasal 59

(1) Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan
pada kebutuhan pengelola barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, diawali dengan
pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan
penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan
tukar menukar yang didasarkan pada pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan
ayat (3).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari
aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis;
b. penelitian data administratif; dan
c. penelitian fisik.

(3) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti:

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar
situasi termasuk lokasi tanah, luas, peruntukan,
kode barang, kode register, nama barang, dan nilai
perolehan, untuk data BMD berupa tanabh;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register,
nama barang, konstruksi bangunan, luas, status
kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan nilai
buku, untuk data BMD berupa bangunan;

28



(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

29

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama
barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku,
kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan
untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau
bangunan.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c¢ dilakukan dengan cara mencocokkan fisik
BMD yang akan ditukarkan dengan data administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan (4) dituangkan dalam berita acara penelitian.

Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati
untuk penetapan BMD menjadi objek tukar menukar.

Pasal 60

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 ayat (6), Pengelola Barang menyusun

rincian rencana barang pengganti sebagai berikut:

a. tanah  meliputi luas dan lokasi yang
peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah;

b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi
bangunan serta sarana dan prasarana penunjang;

c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis
barang, kondisi barang dan spesifikasi barang.

Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap BMD
yang akan ditukarkan dan barang pengganti.

Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan Pengelola Barang kepada Bupati.

Pasal 61

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (3), Bupati melakukan penetapan
mitra tukar menukar.

Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling

sedikit memuat:

a. mitra tukar menukar;

b. BMD yang akan dilepas;

c. nilai wajar BMD yang akan dilepas yang masih
berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan

d. rincian rencana barang pengganti.

Pengelola Barang mengajukan permohonan
persetujuan tukar menukar kepada Bupati.
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Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan
DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan
permohonan persetujuan tukar menukar kepada
DPRD.

Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
Bupati dan mitra tukar menukar menandatangani
perjanjian tukar menukar.

Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mitra tukar
menukar melaksanakan:

a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang
pengganti sesuai dengan perjanjian tukar
menukar, untuk tukar menukar atas BMD berupa
tanah dan/atau bangunan.

b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan
barang pengganti sesuai dengan perjanjian tukar
menukar termasuk menyelesaikan pengurusan
dokumen administratif yang diperlukan, tukar
menukar atas BMD berupa selain tanah dan/atau
bangunan.

Pasal 62

Bupati membentuk Tim untuk melakukan monitoring
pelaksanaan pengadaan/ pembangunan barang
pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas
dan penelitian lapangan.

Sebelum dilakukan penyerahan BMD yang dilepas,
Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap
kesesuaian barang pengganti sesuai dengan yang
tertuang dalam perjanjian tukar menukar.

Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menunjukkan bahwa terdapat
ketidaksesuian spesifikasi dan/atau jumlah barang
pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra
tukar menukar berkewajiban
melengkapi/memperbaiki ketidaksesuai tersebut.

Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk
melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka mitra tukar
menukar berkewajiban untuk menyetorkan selisih
nilai BMD dengan barang pengganti ke rekening Kas
Umum Daerah.

Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian
kelengkapan dokumen barang pengganti, antara lain
bukti kepemilikan, serta menyiapkan Berita Acara
Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh
Pengelola Barang dan mitra tukar menukar.
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Pasal 63

Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) Pengelola Barang
melakukan serah terima barang, yang dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola
Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang
dilepas dari daftar barang Pengelola kepada Bupati
serta Pengelola Barang mencatat dan mengajukan
permohonan penetapan status penggunaan terhadap
barang pengganti sebagai barang milik daerah.

Pasal 64

Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan
pada permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 huruf b, diawali dengan mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai data pendukung berupa:

rincian peruntukan;

jenis/spesifikasi;

lokasi/data teknis;

perkiraan nilai barang pengganti; dan

hal lain yang diperlukan.

Pao TP

Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan
pada kebutuhan Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63
berlaku mutatis mutandis pada Pelaksanaan tukar
menukar BMD yang didasarkan pada permohonan dari
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4)

Paragraf Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar
Pada Pengguna Barang

Pasal 65

Pengguna  Barang mengajukan  permohonan
persetujuan tukar menukar kepada Bupati melalui
Pengelola Barang, dengan disertai:

a. penjelasan/pertimbangan tukar menukar;

b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar
menukar yang ditandatangani oleh Pengguna
Barang;

c. Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau
penataan kota;

d. data administratif BMD yang dilepas; dan

e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti.
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Data administratif BMD yang dilepas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, diantaranya:

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar
situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang,
kode register, nama barang, dan nilai perolehan,
untuk BMD berupa tanah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register,
nama barang, konstruksi bangunan, luas, status
kepemilikan, nilai perolehan, dan  nilai buku,
untuk BMD berupa bangunan,;

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama
barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi
barang, dan bukti kepemilikan kendaraan, untuk
barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau
bangunan.

Rincian rencana kebutuhan barang pengganti

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan
tata ruang wilayah, untuk BMD berupa tanah;

b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan,
serta sarana dan prasarana penunjang, untuk BMD
berupa bangunan; dan/atau

c. jumlah, jenis barang, kondisi barang dan
spesifikasi barang untuk BMD berupa selain tanah
dan/atau bangunan.

Pelaksanaan tukar menukar BMD pada Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai
dengan Pasal 63 ayat (1) berlaku mutatis mutandis
pada pelaksanaan tukar menukar BMD pada Pengguna
Barang.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST),
Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan
BMD yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna kepada
Pengelola Barang serta Pengguna Barang mencatat dan
mengajukan permohonan penetapan status
penggunaan terhadap barang pengganti sebagai BMD.

Paragraf Keempat
Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 66
Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.

Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:

identitas pihak;

jenis dan nilai BMD;

spesifikasi barang pengganti;

klausal bahwa dokumen kepemilikan barang
pengganti diatasnamakan pemerintah daerah;
jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;
hak dan kewajiban para pihak;

aoop

.o
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g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (force majeure);
h. sanksi; dan
i. penyelesaian perselisihan.

(3) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra
tukar menukar dengan Bupati.

Pasal 67

(1) Penyerahan BMD dan barang pengganti dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) .

(2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra
tukar menukar dan Pengelola Barang.

(3) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar
menukar untuk barang pengganti yang telah siap
digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar
ditandatangani.

(4) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun
setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar
menukar untuk barang pengganti yang belum siap
digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar
ditandatangani.

(5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)
hanya dapat dilakukan dalam hal mitra tukar menukar
telah memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh
klausul yang tercantum dalam perjanjian tukar
menukar.

Pasal 68

Bupati berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar
secara sepihak dalam hal Berita Acara Serah Terima
(BAST) tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dan ayat
(4).
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Bagian Kelima
Hibah
Paragraf Kesatu
Prinsip Umum
Pasal 69

Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepentingan:

sosial;

budaya;

keagamaan;

kemanusiaan;

pendidikan yang bersifat non komersial; dan
penyelenggaraan pemerintahan
pusat/pemerintahan daerah.

NN S

Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah
termasuk hubungan antar negara, hubungan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan
antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga
internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang
menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 70

BMD dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:

a. bukan merupakan barang rahasia negara;

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat
hidup orang banyak; atau

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan
hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima
hibah.

Pasal 71

BMD yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana
ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
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Pasal 72

Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

a.lembaga  sosial, lembaga budaya, lembaga
keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga
pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan
akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau
pernyataan tertulis dari instansi teknis yang
kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah
sebagai lembaga dimaksud,;

. pemerintah pusat;

pemerintah daerah lainnya;

. pemerintah desa;

perorangan atau masyarakat yang terkena bencana

alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR) sesuai ketentuan  peraturan

perundang-undangan; atau

f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

°o o0 o

Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:

a. BMD berskala lokal yang ada di desa dapat
dihibahkan kepemilikannya kepada desa;

b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan
kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk
fasilitas umum.

Pasal 73

Hibah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
kepada Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada
Pengguna Barang; dan

c. selain tanah dan/atau bangunan.

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal
pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai
yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA).

BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari
awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan

b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang lebih
optimal apabila dihibahkan.

Penetapan BMD yang akan dihibahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
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Paragraf Kedua
Tata Cara Hibah BMD Pada Pengelola Barang
Pasal 74

Pelaksanaan hibah BMD yang berada pada Pengelola
Barang dilakukan berdasarkan:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

inisiatif Bupati; atau
permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Pasal 75

Pelaksanaan hibah BMD pada Pengelola Barang yang
didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal dalam 74 huruf a, diawali
dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk
melakukan penelitian.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. penelitian data administratif; dan

b. penelitian fisik.

penelitian data administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi
termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode
register, nama barang, nilai perolehan, dan
peruntukan, untuk data BMD berupa tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang,
kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai
buku, dan status kepemilikan untuk data BMD
berupa bangunan;

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti
kepemilikan, kode barang, kode register, nama
barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah
untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau
bangunan; dan

d. data calon penerima hibah.

Dalam melakukan penelitian terhadap data calon
penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada
instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai
kesesuaian data calon penerima hibah.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik
BMD yang akan dihibahkan dengan data administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara
penelitian.
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Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian
kepada Bupati untuk menetapkan barang milik daerah
menjadi objek hibah.

Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Hibah dapat
dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang
meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah
kepada calon penerima hibah.

Pasal 76

Pengelola  Barang mengajukan  permohonan
persetujuan hibah kepada Bupati.

Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD,
Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan
persetujuan Hibah kepada DPRD.

Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati
sebagaimana dimaksud ayat pada (1) atau disetujui
oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah,
yang sekurang-kurangnya memuat:

a. penerima hibah;

b. objek hibah;

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang
yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah
dan/atau bangunan;

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang
yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain
tanah dan/atau bangunan; dan

e. peruntukan hibah.

Pasal 77

Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), Bupati

dan pihak penerima hibah menandatangani naskah
hibah.

Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat sekurang-kurangnya:

identitas para pihak;

jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
tujuan dan peruntukan hibah;

hak dan kewajiban para pihak;

klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban
kepada pihak penerima hibah; dan

penyelesaian perselisihan.
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Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan serah
terima barang milik daerah kepada penerima hibah
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST).

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang

mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah
dihibahkan.

Pasal 78

Pelaksanaan hibah BMD pada pengelola barang yang
didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat
menerima hibah sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf
b, diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak
pemohon kepada Bupati.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

data pemohon;

alasan permohonan;

peruntukan hibah;

jenis/spesifikasi/nama BMD yang dimohonkan
untuk dihibahkan;

jumlah/luas/volume BMD yang di mohonkan
untuk dihibahkan;

lokasi/data teknis; dan

surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

pao o
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Pasal 79

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk
melakukan penelitian.

Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah
terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada
inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
sampai dengan Pasal 77 berlaku mutatis mutandis
terhadap tata cara penelitian sampai dengan
pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah
yang didasarkan pada permohonan pihak pemohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati
melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada
pihak yang mengajukan permohonan hibah, disertai
dengan alasannya.
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Paragraf Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Hibah BMD
Pada Pengguna Barang
Pasal 80

Pelaksanaan hibah BMD pada Pengguna Barang
diawali dengan pembentukan Tim Internal pada SKPD
oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. penelitian data administratif; dan

b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi
termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode
register, nama barang, nilai perolehan, dan
peruntukan, untuk data BMD berupa tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang,
kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai
buku, dan status kepemilikan untuk data BMD
berupa bangunan;

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti
kepemilikan, kode barang, kode register, nama
barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah
untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau
bangunan; dan

d. data calon penerima Hibah.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik
BMD yang akan dihibahkan dengan data administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian
dan selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna
Barang.

Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang mengajukan
permohonan hibah kepada Pengelola Barang yang
memuat:

data calon penerima hibah;

alasan untuk menghibahkan;

data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
peruntukan hibah;

tahun perolehan;

status dan bukti kepemilikan;

nilai perolehan;

jenis/spesifikasi BMD yang dimohonkan untuk
dihibahkan; dan

lokasi.
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7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana
y g
dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat
pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 81

Tata cara penelitian BMD yang akan dihibahkan yang
berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 berlaku mutatis mutandis terhadap tata
cara penelitian atas permohonan yang diajukan oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80.

Pasal 82

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan
persetujuan hibah kepada Bupati.

(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD,
Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan
persetujuan hibah kepada DPRD.

(3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati
menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-
kurangnya memuat:

a. penerima hibah;

b. objek hibah;

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang
yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah
dan/atau bangunan;

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang
yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain
tanah dan/atau bangunan; dan

e. peruntukan hibah.

(4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati
melalui Pengelola Barang menerbitkan surat
penolakan  kepada  Pengguna  Barang  yang
mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

(5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola
Barang dan pihak penerima hibah menandatangani
naskah hibah.

(6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
memuat sekurang-kurangnya:

identitas para pihak;

jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

tujuan dan peruntukan hibah;

hak dan kewajiban para pihak;

klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban

kepada pihak penerima hibah; dan

P T
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f. penyelesaian perselisihan.

(7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Pengelola Barang melakukan serah
terima barang milik daerah kepada penerima hibah
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST).

(8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST)
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna
Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang
telah dihibahkan.

Pasal 83

Pelaksanaan hibah BMD berupa tanah dan/atau
bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari
awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat
(3) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 84

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan,
dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah
atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pertimbangan sebagai berikut:

a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai
dokumen penganggaran diperuntukkan bagi
Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum
lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka
penugasan pemerintah; atau

b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh Badan
Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya
yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun
yang akan dibentuk.

(3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
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BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah
disertakan dalam penyertaan modal pemerintah
daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan
hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi
kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD dapat

berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang;
atau

c. selain tanah dan/atau bangunan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati, sesuai batas kewenangannya.

Pasal 86

Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan
yang akan disertakan sebagai modal pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat
(1) huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai batas
kewenangannya.

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85 ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau
bangunan yang sejak awal pengadaannya
direncanakan untuk disertakan sebagai modal
pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam
dokumen penganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA).

BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada
pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayat (1) huruf c antara lain meliputi:

a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari
awal pengadaannya untuk disertakan sebagai
modal pemerintah daerah;

b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang lebih
optimal untuk disertakan sebagai modal
pemerintah daerah.

Pasal 87

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan
berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai
penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Paragraf Kedua
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Atas BMD pada Pengelola Barang
Pasal 88

Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan

menugaskan:

a. Penilai, untuk tanah dan/atau bangunan yang
akan dijadikan objek penyertaan modal;

b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat
melibatkan Penilai, untuk selain tanah dan/atau
bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan
modal.

Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian
kepada Bupati.

Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian

terhadap:

a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan,
spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan,
kode barang, kode register, nama barang, dan nilai
perolehan atau nilai buku;

c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah
daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

(4) Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima

penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau SKPD
terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.

(5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), penyertaan modal pemerintah
daerah layak dilaksanakan, maka calon penerima
penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan
surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan
modal pemerintah daerah yang berasal dari barang
milik daerah.

(6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana

(1)

(2)

dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan
kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada
Bupati.

Pasal 89
Pengelola  Barang mengajukan  permohonan
persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah
kepada Bupati.
Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah

memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu
mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
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(3) Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak
disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan
pada calon penerima penyertaan modal disertai dengan
alasan.

(4) Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah

(S)

(6)

(1)

(2)

daerah atas BMD disetujui oleh Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati
menetapkan keputusan atas BMD yang akan
disertakan sebagai penyertaan modal.

Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan
Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah
dengan melibatkan SKPD terkait.

Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan
modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan
pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan
sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 90

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (6), Pengelola Barang
melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah
berpedoman pada keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4).

Berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang
melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 91

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), Pengelola Barang
mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah
dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.
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Paragraf Ketiga
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang
Pasal 92

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal
pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai
penyertaan modal pemerintah daerah, maka Pengguna
Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul
kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan
data berupa:

a. data administratif, antara lain:
1. dokumen anggaran dan/atau dokumen

perencanaannya;

2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
3. keputusan penetapan status penggunaan.

b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi
mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan
untuk optimalisasi BMD, maka pengajuan usul oleh
Pengguna Barang melalui Pengelola Barang kepada
Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data
berupa:

a. data administratif, antara lain tahun perolehan,
spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan,
kode barang, kode register, nama barang, dan nilai
perolehan atau nilai buku;

b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi
mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah
mengenai penilaian sampai dengan serah terima
barang yang disertakan sebagai penyertaan modal
pemerintah daerah yang berada pada Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan
Pasal 90 berlaku mutatis mutandis pada penilaian
sampai dengan serah terima barang yang akan
disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah
daerah yang berada pada pengguna barang.

Pasal 93

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengguna
Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah
dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 9 November 2018
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 9 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 81 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN
PEMINDAHTANGANAN BMD DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Tembusan , Yth :
1. Kepala Badan

KOP SURAT ....... (1)
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
................... (2) Kepada
Sangat Segera Yth. Sekretaris Daerah (5)
.................. (3) Selaku Pengelola BMD
Usulan Pemindahtanganan Di -
BMD (6)

Dengan ini kami sampaikan, berdasarkan barang yang berada
di Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Perangkat Daerah
................................. , kami mengajukan usulan
pemindatanganan sebagaimana barang terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami
memohon perkenannya untuk menarik barang yang terlampir
dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas dukungan dan kerjasamanya

kami ucapkan terima kasih.

Pengguna Barang

Keuangan Daerah
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LAMPIRAN SURAT USULAN PEMINDAHTANGANAN
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KIiB B
DATA USULAN PEMINDAHTANGANAN

N Jenis Nomor Kondi | Merk/T | Ukura | Bah | Tahun Nomor A |Ha K
o | Barang/N | Kode | Regist si ype n/cc an | Peroleh | Pa |Ran | Me |Po |BP |sa |rga | et

ama Bara er an bri | gka |sin |lis |[K |1

Barang ng k i B |U

S

ul

PENGGUNA BARANG
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LAMPIRAN SURAT USULAN PEMINDAHTANGANAN

KIB C
DATA USULAN PEMINDAHTANGANAN
N Jenis Nomor Kondis Kontruksi Lua | Letak/L | Doku | Lu | Stat | No | As | Ha
o | Barang/ i Bangunan S okasi men | as | us | Ko | al | rga
Nama Bangu Lan | Alamat |Gedun | (M | Tan | de | U
Barang nan tai 2) | ah | Ta |su
Kode | Regis Bertingka | Beton/ | (M?) Tg | N na | 1
Bara | ter t/Tdk Tdk l1 | o h
ng

PENGGUNA BARANG




LAMPIRAN SURAT USULAN PEMINDAHTANGANAN
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KIB A
DATA USULAN PEMINDAHTANGANAN
Jenis Nomor Lu | Tahu Status Tanah Asa
No Kode. /Nama Kode . as n Letak/ Sertifikat | Pengg 1 | Har Ket
Lokasi Register | (M | Peole | Alamat | Hak unaan | Us | ga
Barang Barang 2) | han Tgl | No ul

PENGGUNA BARANG
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TIM PENELITI PEMINDAHTANGANAN BMD PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
Nomor : / / Bid BMD

Pada hari ini ....... tanggal ....... bulan ...... tahun .......... (coremenen ), kami
yang bertanda tangan dibawah ini, Tim Peneliti Pemindahtanganan BMD
Pemerintah Kabupaten Bandung yang ditetapkan berdasarkan Surat
keputusan Bupati Bandung Nomor : ...........coeevinenenene. , telah menindaklanjuti
usulan permohonan ijin untuk pemanfaatan barang-barang yang sudah tidak
terpakai (surat dari Pemohon Penerima Hibah).

Berdasarkan hasil penelitian, dengan ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut :

1. OBJEK PENELITIAN
a. Penelitian administrasi (Identifikasi BMD berdasar database pada

aplikasi Simda per ................. dan Identifikasi Calon Penerima Hibah) :

1) Identifikasi BMD yang akan dihibahkan :
Objek BMD yang akan dihibahkan adalah Peralatan Kantor yang
sudah tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah Kabupaten Bandung dengan (rincian terlampir)

2) Identifikasi Calon Penerima Hibah :
a) Nama PP
b) Alamat PPN
c) Izin Pendirian PPN

d) Izin Operasional  : ...c.cocoiiiiiiiiiiiiiiiiieenene,

e) No dan Tanggal Akta : ...c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinens
f) Kemenkumham e

g) No Sertifikat NPSN e
h) Masa Berlaku Akta e

i) Surat Pernyataan L e
Kesediaan Menerima
Hibah

3) Penelitian Fisik (berdasarkan Informasi Lapangan)
Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokan objek BMD yang
akan dihibahkan dengan data administrasi diatas. Berdasarkan

hasil penelitian bahwa data administrasi sudah sesuai dengan data
fisik.

2. PERTIMBANGAN HIBAH :

a. Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan kepentingan sosial.

b. Hibah BMD dilakukan karena barang tersebut sudah tidak digunakan
lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintah daerah sehingga memenuhi syarat wuntuk dapat
dihibahkan.
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Demikian Berita Acara Hasil Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya
untuk dipergunakan sebagai mana mestinya, sebagai bahan pertimbangan
lebih lanjut.

1. Ketua/(Kepala Bidang Pengelolaan BMD)

............................................

............................................

...........................................

............................................

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN BANDUNG DAERAH KABUPATEN
Selaku Pengelola BMD, BANDUNG
Selaku Pejabat Penatausahaan
BMD,
Pangkat Pangkat



PEMERINT@% KABUPATEN BANDUNG

BADAN'KEUANGAN DAERAH

J1. Raya Soreang KM. 17 Telp. (022) 5892926 Soreang Kabupaten
Bandung

((’g'

1 AN
EPEH RAPIH KERTARAHARJ

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG

Nomor :
Yang bertandatangan dibawah ini

a. Nama L e

b. Alamat Rumah e,

c. Nama Organisasi/LSM/Ormas / e
d.Jabatan e

e. Alamat yayasan L e
f.Nomor Telepon PPN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertindak untuk/dan atas
nama Organisasi/LSM/Ormas/Lembaga :
1. Bersedia menerima pengalihan kepemilikan / hibah barang dari Pemerintah
Kabupaten Bandung dengan ( data terlampir)
2. Akan menggunakan barang tersebut untuk mendukung penyelenggaraan
3. Bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan
hibah.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tempat

(Nama Ketua, Kepala)
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Soreang,
Nomor / /BKD
Sifat Biasa Kepada :
Lampira 1 (satu) berkas Yth. Bapak Sekretaris Daerah
n : Usulan Hibah ................. Selaku Pengelola BMD
Perihal Kondisi Rusak Berat
di
Soreang
Disampaikan dengan hormat, bahwa di gudang Pengelola BMD,
masih terdapat BMD berupa ......cccoevevviiinnennnnee. dalam kondisi Rusak

Berat dan masih tercatat pada Neraca, dengan data sebagaimana

terlampir.

Menurut ketentuan yang berlaku, bahwa barang dalam kondisi

Rusak Berat tidak boleh terlalu lama tercatat dalam Neraca. Oleh karena

itu, dalam rangka tertib administrasi penatausahaan BMD dan dalam

upaya membereskan Neraca dari BMD tersebut diatas, kami bermaksud
melakukan pemindahtanganan melalui Hibah kepada calon Penerima

Hibah :

Nama N

Alamat PP POPPO

Ketua Yayasan L e

Izin Pendirian PPN

Izin Operasional L e

No. dan Tanggal Akta

Kemenkumham PP PP

No Sertifikat NPSN PPN

Masa Berlaku Akta PPN

Surat Pernyataan Kesediaan

Menerima Hibah PP PPP PPN

Usulan hibah dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan keamanan BMD / menghindari barang hilang
akibat terlalu lama berada di gudang;

2. Optimalisasi BMD dalam rangka mendukung Kepentingan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah di ..........c.ccoccoin. yang
diselenggarakan oleh calon penerima hibah;

3. Untuk membebaskan Pengguna BMD, dan/atau Kuasa Pengguna
BMD dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang
berada dalam penguasaannya.

Demikian usulan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan
lebih lanjut, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
Selaku Penatausaha BMD,
Tembusan, Kepada Yth ; Pangkat

1. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)

2. Inspektur Bupati Bandung (sebagai laporan)
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REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH*KABUPATEN BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JI Raya Soreang KM. 17 Telpon (022)5891191589119258911435891144
Fax. 5891183 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat
Websit : www.bandungkab.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Soreang,......occveeviiiiiiiiiiiiiannn.
Kepada
: Segera Yth. Bapak Bupati Bandung
: 1 (satu) eksemplar Selaku Pemegang Kekuasaan
: Permohonan Persetujuan Hibah Pengelolaan BMD
BMD di-

Soreang

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat
........ (copy surat terlampir). Mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
BMD dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan BMD , wuntuk hal tersebut kami sampaikan
permohonan persetujuan hibah BMD (data terlampir)

Hal-hal yang menjadi pertimbangan kami untuk memproses Hibah

BMD, adalah sebagai berikut :

1. Untuk Kepentingan Keamanan BMD / menghindari barang hilang
akibat terlalu lama berada di gudang;

2. Optimalisasi BMD dalam rangka mendukung Kepentingan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan yang
diselenggarakan oleh calon penerima hibah;

3.Hibah BMD dilakukan dengan  pertimbangan  untuk
membebaskan Pengguna BMD, dan/atau Kuasa Pengguna BMD
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang
berada dalam penguasaannya. Untuk itu peralatan kantor yang
masih bisa dimanfaatkan dapat dihibahkan kepada Calon
Penerima HIbah.

Data calon penerima hibah :
Nama T
Alamat L e
Ketua Yayasan e
Izin Pendirian P
Izin Operasional e
No. dan Tanggal Akta
Kemenkumham P
No Sertifikat NPSN L e
Masa Berlaku Akta P
Surat Pernyataan Kesediaan
Menerima Hibah PP

Adapun kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan telah

kami siapkan untuk proses lebih lanjut, terdiri atas :

1. Copy Kartu Inventaris Barang (KIB)/Daftar Barang Pengguna,;

2. Copy Identitas Pengguna BMD;

3. Copy SK Tim Peneliti Pemindahtanganan;

4. Copy Berita Acara Hasil Tim Peneliti Pemindahtanganan;

5. Copy Surat Pernyataan Penerimaan BMD dari Calon Penerima
Hibah;
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6. Foto BMD yang akan dihibahkan; dan
7. Daftar Barang yang akan dihibahkan.

Demikian permohonan persetujuan ini kami sampaikan, atas
perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Pengelola Barang,

Tembusan, Kepada Yth ;

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung

2. Bapak Wakil Bupati Bandung (sebagai laporan)

3. Sdr. para Asisten dan para Kabag di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;

4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bandung;

5. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Bandung;

6. Sdr. Kepala Yayasan .................
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Z REPEH RAPIH KERTA RAHARJA K

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SEKRETARIAT D AERAH

JI Raya Soreang KM. 17 Telpo®22)5891191589119258911435891144
Fax. 5891183 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat
Websit : www.bandungkab.go.id

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN BMD DAN
TIDAK DALAM PERMASALAHAN HUKUM
Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

Nip

---------------------------------

Jabatan : Sekretaris Daerah, Selaku Pengelola BMD

Dengan ini menyatakan bahwa BMD (data terlampir). Adalah milik
Pemerintah Kabupaten Bandung, yang berada pada pengusaan Pengelola
BMD dan tercatat pada aplikasi SIMDA BMD. Peralatan Kantor tersebut
sudah tidak dioperasionalkan dalam menunjang tugas pokok serta tidak

dalam permasalahan hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

SOT€aANE,..covevineiieineeniananenenens

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Pengelola BMD,
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Soreang,......c..ceeeeeueenenne.
Nomor : / / BKD Kepada
Sifat : Segera Yth. Sekretaris Daerah
Lampiran : 1 (satu) lembar Selaku Pengelola Barang
Perihal : Persetujuan Hibah Barang Milik up. Kepala Badan Keuangan Daerah
Daerah berupa Peralatan Kantor Kabupaten Bandung
di-
Soreang
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ...... tanggal ...... perihal
Permohonan Persetujuan Hibah BMD, dengan ini diberitahukan bahwa Peralatan
Kantor berupa ..................... tersebut sebagaimana data terlampir, pada
prinsipnya dapat disetujui untuk dihibahkan kepada Yayasan................. yang

beralamat di .............

Guna tertib administrasi pengelolaan BMD, pelaksanaan hibah tersebut
agar mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan BMD dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pengelolaan BMD, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan persetujuan hibah ini, agar Saudara menetapkan dengan
keputusan mengenai jenis, jumlah dan nilai perolehan BMD yang akan
dihapuskan;

2. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai perolehan BMD yang
dihibahkan tersebut menjadi tanggung jawab Pengguna Barang;

3. Pelaksanaan hibah BMD dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara
Serah Terima Barang antara Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD
dengan Yayasan/SMK................ , paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal
persetujuan hibah ini;

4. BMD yang telah dihibahkan agar segera dihapus dari Daftar Barang
Pengguna, dan penghapusan dimaksud didasarkan pada Surat Keputusan
Saudara;

S. Menyampaikan laporan pelaksanaan hibah yang dilampiri Naskah Hibah,
Berita Acara Serah Terima Barang dan Keputusan Penghapusan Barang
kepada Bupati Bandung melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang,
paling lambat 1 (satu) bulan sejak serah terima barang;

6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih

BUPATI BANDUNG,

Tembusan, Kepada Yth ;

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung

2. Bapak Wakil Bupati Bandung (sebagai laporan)

3. Para Asisten dan para Kabag di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;

4. Inspektur Kabupaten Bandung;

5. Kepala Yayasan...................
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ANASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DENGAN
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ...... tahun ...... (corene e e ) kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama L
Jabatan : Bupati Bandung
Alamat : JL. Raya Soreang KM. 17 (Komplek Perkantoran
Pemda)

Kabupaten Bandung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Bandung, selanjutnya disebut “PEMBERI HIBAH”.

2. Nama N
Jabatan TP
Alamat PRI

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor ........................ tanggal
.................... tentang Hibah BMD berupa peralatan kantor.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan ...................
berdasarkan Akta Pendirian Nomor .......... Tanggal ............. Notaris
................. , selanjutnya disebut “PENERIMA HIBAH”.

PEMBERI HIBAH dan PENERIMA HIBAH sepakat untuk membuat, mematuhi,
dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah
kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

2. BMD (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3. Perjanjian Hibah adalah perjanjian penyerahan kepemilikan BMD dari
Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah.

4. BMD dimaksud pada ayat (3) dengan rincian sesuai data administrasi pada
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD dan data fisik (
data terlampir )
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PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PEMBERI HIBAH dengan ini bermaksud memberikan barang hibah
sebagaimana dimaksud pada Pasal I ayat (4) kepada PENERIMA HIBAH dan
PENERIMA HIBAH bersedia menerima barang hibah tersebut dari PEMBERI
HIBAH yang akan dialokasikan untuk mendukung kepentingan Pemerintah
Daerah dibidang pendidikan, yang dilaksanakan oleh PENERIMA HIBAH.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PEMBERI HIBAH wajib menyerahkan barang hibah kepada PENERIMA
HIBAH.

2. PENERIMA HIBAH berhak menerima barang hibah dari PEMBERI
HIBAH.

3. PENERIMA HIBAH wajib memanfaatkan BMD untuk kepentingan
PENERIMA HIBAH sebagaimana dimaksud pada Pasal II.

4. PEMBERI HIBAH Bersama dengan PENERIMA HIBAH wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan hibah yang dilampiri Naskah Hibah, Berita Acara
Serah Terima Barang dan Surat Persetujuan HIlbah, paling lambat 1 (satu)
bulan sejak serah Terima Barang.

5. PENERIMA HIBAH wajib menanggung segala biaya yang timbul dalam
proses pelaksanaan hibah ini.

PASAL 4
WAKTU, CARA, DAN TEMPAT PENYERAHAN

1. Penyerahan barang hibah dilakukan bersamaan dengan ditanda-
tanganinya Perjanjian ini.

2. Penyerahan barang hibah dilakukan secara langsung dari PENGELOLA
BMD kepada PENERIMA HIBAH.

3. Penyerahan barang hibah dibuktikan dengan penandatanganan Berita
Acara Serah Terima Barang Hibah yang ditandatangani paling sedikit oleh
PENGELOLA BMD dan PENERIMA HIBAH.

4. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan di kantor
PEMBERI HIBAH yang beralamat sebagaimana tersebut diatas.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur
paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh PEMBERI HIBAH dan
PENERIMA HIBAH dengan dibubuhi materai sesuai ketentuan disaksikan oleh
masing-masing PEMBERI HIBAH dan PENERIMA HIBAH.

PENERIMA HIBAH, PEMBERI HIBAH,



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

N Baya Soreang KM. 17 Telpon (022)5891191+589119258911435891144
f}/ Fax. 5891183 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat
Website : www.bandungkab.go.id

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

BMD
Nomor : /2018
Berdasarkan Surat Bupati Bandung Nomor :........... /BKD Tentang Persetujuan
Hibah BMD berupa Peralatan Kantor berupa .............. dan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah antara Bupati Bandung dengan Yayasan ............... Nomor
................. dan Nomor ................ tentang Hibah BMD Milik Pemerintah
Kabupaten, pada hari ini ........... Tanggal....... Bulan ..... Tahun ......... (core = onen.

-.....), ~masing-masing yang bertandatangan dibawah ini sesuai

kewenangannya, nama :

L : Sekretaris Daerah selaku Pengelola
BMD berkedudukan di JL. Raya
Soreang KM 17, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Bandung, yang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA

II. e : Ketua Yayasan = ...l
berkedudukan di ....... dalam hal ini
Yayasan ..... selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Hibah BMD

Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan ketentuan, sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA
menerima dari PIHAK PERTAMA BMD, (data terlampir)
PIHAK KEDUA berhak menggunakan dan memanfaatkan peralatan kantor
untuk  mendukung  Kepentingan  Pemerintah  Daerah  dibidang
penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

2. Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka kepemilikan Peralatan
kantor beralih kepada PIHAK KEDUA dan peralatan kantor sepenuhnya
menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah BMD ini dibuat dalam

rangkap ... (...) untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
(ceeeeeeee e ) (ceeeeeeeee e )
NIP. .......oooe.i.
Saksi :
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BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR
LAMPIRAN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI PEMINDAHTANGANAN BMD PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN ........

Menimbang

Mengingat

o

BUPATI BANDUNG

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 329 ayat (1) dan (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan BMD, BMD yang tidak
diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah
dapat dipindahtangankan dengan cara penjualan, Tukar
Menukar, Hibah, atau Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
bahwa agar proses Pemindahtanganan sebagaimanan
dimaksud pada huruf a dapat berhasil guna dan berdaya
guna, perlu dilakukan penelitian yang dilaksanakan oleh Tim,
baik penelitian data administrasi, fisik, maupun hukum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Peneliti
Pemindahtanganan BMD Pemerintah Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun
1950 pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003
Nomor 47,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.
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Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembanguanan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang - undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Thun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang — undang Nomor 9 Tahun 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perumahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tahun 2005
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4515);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hal Pakai Atas Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara republik indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);
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23.
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tetntang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006
tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006
tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan BMD;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001
tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002
tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor
17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik
dalam Penyelenggaraan Pemerintahanan di Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2013 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor
12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 16);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 47 Tahun
2016 tentang Kebijakan Transisi dalam rangka Penataan
Perangkat Daerah berdasarkan Perda Kabupaten Bandung
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 49);

25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 60);

26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Inspektorat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 61);

27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);

28.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 63);

29.  Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Peneliti Pemindahtanganan BMD Pemerintah
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran ......... , dengan susunan,
tugas pokok dan fungsi serta rician tugas sebagaimana tercantum
dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini;

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua
Tim dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah melalui
Kepala Badan Keuangan Daerah.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth.

1.
2.

3.

Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung;

Para Asisten dan Kepala Bagian pada
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;

Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;

para Camat dan Lurah se-Kabupaten Bandung.

BUPATI BANDUNG

DADANG M NASER
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